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UNDANG-UNDANG (UU) TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN 

ABSTRAK:  Upaya pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan di sektor 
keuangan, dapat dilakukan perubahan Undang-Undang di sektor keuangan 
dengan menggunakan metode omnibus guna menyelaraskan berbagai 
pengaturan yang terdapat dalam berbagai Undang-Undang ke dalam 1 (satu) 
Undang-Undang secara komprehensif. Untuk mendukung dan mewujudkan 
upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia yang 
sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks 
dan beragam; perekonomian nasional dan internasional yang bergerak cepat, 
kompetitif, dan terintegrasi; sistem keuangan yang makin maju; serta untuk 
memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa 
keuangan, diperlukan pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan 
di sektor keuangan. 

 Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23D, Pasal 33, dan Pasal 
34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 
7 Tahun 1992; UU Nomor 25 Tahun 1992; UU Nomor 8 Tahun 1995; UU 
Nomor 32 Tahun 1997; UU Nomor 23 Tahun 1999; UU Nomor 24 Tahun 2002; 
UU Nomor 24 Tahun 2004; UU Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor 21 Tahun 
2008; UU Nomor 2 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2011; UU Nomor 21 
Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2013; UU Nomor 40 Tahun 2014; UU Nomor 
1 Tahun 2016; dan UU Nomor 9 Tahun 2016. 

 UU ini mengatur mengenai ekosistem sektor keuangan yang meliputi: 1) 
kelembagaan; 2) perbankan; 3) Pasar Modal, Pasar Uang, dan Pasar Valuta 
Asing; 4) perasuransian dan penjaminan; 5) asuransi Usaha Bersama; 6) 
program penjaminan polis; 7) Usaha Jasa Pembiayaan; 8) kegiatan usaha 
bulion (bullion); 9) Dana Pensiun, program jaminan hari tua, dan program 
pensiun; 10) kegiatan koperasi di sektor jasa keuangan; 11) lembaga 
keuangan mikro; 12) Konglomerasi Keuangan; 13) Inovasi Teknologi Sektor 
Keuangan (ITSK); 14) penerapan Keuangan Berkelanjutan; 15) Literasi 
Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Pelindungan Konsumen; 16) akses 
pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 17) sumber daya manusia; 
18) Stabilitas Sistem Keuangan; 19) lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; 
dan 20) penegakan hukum di sektor keuangan. Undang-Undang ini 
mereformasi sektor keuangan dengan mengatur kelembagaan dan Stabilitas 
Sistem Keuangan dan pengembangan dan penguatan industri. Oleh sebab itu, 
Undang-Undang ini mengatur penguatan hubungan pengawasan dan 



pengaturan antar lembaga di bidang sektor keuangan guna mewujudkan 
Stabilitas Sistem Keuangan dalam hal ini antara Otoritas Jasa Keuangan, Bank 
Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Salah 
satunya melalui wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam mekanisme 
pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial dalam jaring pengaman 
sistem keuangan. Selanjutnya, penguatan lembaga yang berwenang sebagai 
pengatur dan pengawas sektor keuangan dilakukan untuk menjaga kestabilan 
industri sektor keuangan dan peningkatan kepercayaan masyarakat. 

CATATAN:  Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2023. 
 UU ini mencabut UU Nomor 11 Tahun 1992 dan mengubah beberapa UU 

sebagaimana tercantum dalam UU ini. 
 Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 

(dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. 
 Lampiran file 819 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 527, penjelasan hlm 528 sd 

819) 

 


